
BUPATI SANGGAU

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

: a. bahwa dengan telah dibentuknya jabatan Staf 
Ahli Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Sekretariat Daerah perlu dibuatkan 
Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi yang jelas 
dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas 
Fungsi Staf Ahli Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan 
Fungsi Staf Ahli Bupati;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 
TingkaL II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820} ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia 
Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 4437) sebagaimana lelah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Taburi 2008 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
89, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan 
Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten Sanggau;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 
Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Sanggau;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah;



14. Peraturan Daerah Sanggau Nomor 1 Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 
2012,

15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 29 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Sanggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sanggau;

16. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 
Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG 
TUGAS DAN FUNGSI STAR AHLI BUPATI.

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud 
dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan 

Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 
Sanggau.

4. Peraturan Daerah adalah Peraturan 
Daerah Kabupaten Sanggau.

5. Peraturan Bupati adalah Peraturan
Bupati Kabupaten Sanggau.

6. Perangkat Daerah adalah unsur 
pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Perangkat Daerah yang terdiri dari 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan 
Perwakilan RakyaL Daerah, Dinas 
Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Lembaga lain dan Kecamatan.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat 
Daerah Kabupaten Sanggau.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sanggau.

9. Staf Ahli Bupati adalah Staf ahli Bupati 
Sanggau.



BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Pasal 2
(1) Staf Ahli Bupati adalah unsur staf, berada 

dibawah dan bertanggaungjawab 
langsung kepada Bupati.

(2) Pembagian bidang tugas Staf Ahli Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 
adalah :

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 
Hukum dan Politik;

b. Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, 
Ekonomi dan Keuangan; dan

c. Staf Ahli Bupati Bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia.

(3) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 
Hukum dan Politik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a 
mempunyai tugas:
a. Menyusun Rencana Kegiatan;
b. Melaksanakan identifikasi dan 

inventarisasi kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang 
Pemerintahan, Hukum dan Politik;

c. Melaksanakan pengkajian dan 
analisis terhadap kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang 
Pemerintahan, Hukum dan Politik;

d. Memberikan telaahan dan
pertimbangan kepada Bupati
mengenai penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah bidang 
Pemerintahan, Hukum dan Politik;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah sesuai dengan 
kewenangan dan tanggungjawabnya; 
dan

f. Melaksanakan tugas lainnya yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugasnya.

(4) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, 
Ekonomi dan Keuangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b 
mempunyai tugas :
a. Menyusun Rencana Kegiatan;



b. Melaksanakan identifikasi dan 
inventarisasi kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang 
Pembangunan, Ekonomi dan
Keuangan;

c Melaksanakan pengkajian dan
analisis terhadap kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang
Pembangunan, Ekonomi dan 
Keuangan;

d. Memberikan telaahan dan
pertimbangan kepada Bupati
mengenai penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah bidang 
Pembangunan, Ekonomi dan 
Keuangan;

c. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah sesuai dengan 
kewenangan dan Langgungjawabnya; 
dan"

l’. Melaksanakan Lugas lainnya yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang tugasnya.

(5) Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan 
dan Sumber Daya Manusia sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c 
mempunyai tugas :
a. Menyusun Rencana Kegiatan;
b. Melaksanakan identifikasi dan 

inventarisasi kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia;

c. Melaksanakan pengkajian dan 
analisis Lcrhadap kebijakan-kebijakan 
strategis dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia;

d. Memberikan telaahan dan
pertimbangan kepada Bupati
mengenai penyelenggaraan urusan 
pemerintah daerah bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber Daya 
Manusia;

e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas 
dan kegiatan kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah sesuai dengan 
Kewenangan dan langgungjawabnya; 
dan



f. Melaksanakan Lugas lainnya yang 
diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
bidang Lugasnya.

BAB III 
TATA KERJA

Pasal 3
(1) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan 

tugasnya berada dibawah dan 
bertanggungjawab kepada Bupati dan 
secara administratif dikoordinasikan oleh 
Sekretaris Daerah.

(2) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan 
Lugasnya dapuL berkonsultasi dan 
berkoordinasi dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan Instansi terkait 
lainnya sesuai dengan bidang tugasnya 
masing-masing.

(3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan 
tugasnya wajib menerapkan prinsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
baik dalam lingkungan kerja maupun 
antar satuan kerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah dan Instansi lain di 
luar Pemerintah Daerah sesuai dengan 
bidang Lugasnya masing-masing.

(4) Staf Ahli Bupati wajib hadir dalam rapat 
pimpinan lengkap, rapal pimpinan 
terbatas dan atau rapat-rapat lain yang 
ditentukan oleh Bupati/Wakil 
Bupati/Sekrctaris Daerah.

(5) Staf Ahli Bupati melaksanakan kegiatan 
peningkatan kapasitas, pembinaan, 
koordinasi dan evaluasi sekurang- 
kurangnya dua kali dalam setahun.

(6) SLaf Ahli Bupati dalam melaksanakan 
tugasnya wajib mengikuti dan 
mengetahui petunjuk dan arahan Bupati.

(7) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan 
tugasnya wajib menyampaikan laporan 
pelaksanaan lugasnya secara periodik 
maupun sewaktu-waktu kepada Bupati; 
dan

(8) Bagan pada konsultasi dan koordinasi 
Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah dan Instansi terkail 
sebagaimana tersebut dalam lampiran 
dan merupakan bagian yang tidak
tei pisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IV 
PEMBIAYAAN 

Pasal 4
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka 
optimalisasi tugas dan fungsi Staf Ahli 
Bupati, penganggarannya dibebankan pada 
bagian Umum subbagian Tata Usaha 
Pimpinan Sekretariat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, 
maka Keputusan Bupali Sanggau Nomor 362 
Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan 
Fungsi Staf Ahli Bupati Kabupaten Sanggau 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau 
pada tanggal 27 Pebruari 2012

BUPATI SANGGAU, 
ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ltd

C. ASPANDI
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2012 NOMOR 6



1. Asisten Administrasi Ur im
2. Bagian Umum
3. Bagian Humas dan Protckc!
4. Dinas pendidikan. Pemuda dnr rag.
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Kebudayaan dan PaiBriirrz;
7. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tran-1 ...
8. Badan Kepegawaian DaeraL
9. Rumah Sakit Umum Daerah.
10. FT. Askes Kanu^ateT-

Ketcrtzn^czn r
Garis Komando : Garis Koordinasi :

BUPATI SANGGA U 
ttd

SETIMAN H. SUDINDiundangkan d j Sanggau
pada tanggal 27 Pebruan 2C12
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

1. Asisten Pemerintahan
2. Bagian Taxa Pemerintahan
3. Bagian Pertanahan
4. Bagian Hukum dan HA!Z
S Bagian Organisasi
G, Sekretariat DPRD
7. Inspektorat
8. Dir.as Kependucukan a&:. S v.
9 Badan Pemberdayaan Mas} ar aba’ ■ ■

‘ Pemberdayaan De^-a
j * * * * S * * * 9 1 11 G. Badai; P<=nanggu U ngar L • ic -u -4 ~ .'= • ■ * a ’ ‘
i 11 - Badan Pengelola Perbatasan
‘12. Km tor Keso^-igpolinn-as
113. Kantor PMPP
j 14. Satuan Polisi Pamong Praja

i 15. Kantor Arpusda
16. Kecamatan
17. Desa {
18- kodim
19- Polres
20. Pengadilan Negeri
21. Kejaksaan Negeri
22. Pengaduan Agama
23- Kantor Kemecterian Agarma
24. Badan Pertanahan
25. Instansi VcruJcai

1. Asisten Perekonomian g -.n r- .-■ I.arigunan
2. Bagian Bina Progran.
3. Bagian Perekonomian
4. Bagian Ket-ejahiera_ n ^k
5. Dinas Pertanian. Perik.'tn'*' Pelemakan
6. Dinas Perkebunan <iiz Kehutanan
7. Dinas perhul j K -i ;. . k; s i .lu. Informatika
S. Dina; Peker-.ui ’ T:i •:* .
9. Dirj>$ Pt'-igr- ’U '■ : ’ ’.au.gan dan Aset|

Daerah
10 Dirias Jig-■ t 'i . ,TT‘.N'
11. D-n?r Energi S j Z ><■- Lz.r.ent’
12. Ee dar Pere: ar.na: ~'■ j. !' Daei n J.
13. BLHKPK
14. BPFKBPA
15. BP^K
16. Kantc r Ke' ah .-.j i.i r. 7 ~ z,c "
17 PDAM
18 FT. POS Indonesia Sjutgg-.iu. j
19. BPS ;
20. PT. PLN Sanggau
21. PT TELKOM Sangga u j
22. BRi Cabang Sangga u
23 BPD Prov. Kalbar Caba.-.g
2' Forum Pegadaian Caiv-ng Sangga u
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